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L PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital global telah membawa perubahan besar terhadap pola konsumsi
masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut (RetailX, 2023), nilai transaksi e-
commerce dunia mencapai lebih dari 6,3 triliun dolar AS pada tahun 2023, dengan Asia Pasifik
menyumbang hampir 60% dari total transaksi global. Di kawasan tersebut, Tiongkok dan Indonesia
menjadi dua pasar terbesar dengan tingkat pertumbuhan pengguna internet dan konsumen digital
tertinggi (Isrania et al., 2025). Laporan (Anadolu Agency, 2023) mencatat bahwa Indonesia memiliki
lebih dari 178 juta konsumen digital aktif, menempatkannya sebagai pasar e-commerce terbesar di Asia

Tenggara. Namun, pertumbuhan pesat ini juga diiringi dengan peningkatan kasus pelanggaran hak
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konsumen, seperti penipuan daring, manipulasi harga, dan penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini
menunjukkan urgensi untuk menilai efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam menghadapi

kompleksitas ekosistem digital yang lintas batas dan dinamis.

Dalam konteks nasional, peningkatan nilai transaksi digital tidak selalu diikuti oleh perlindungan
konsumen yang memadai. Berdasarkan laporan (Bank Indonesia, 2023), nilai transaksi e-commerce
Indonesia meningkat dari Rp205 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp602 triliun pada tahun 2023,
sementara jumlah kasus sengketa konsumen digital juga melonjak dari 310 menjadi 930 kasus dalam
periode yang sama. Kasus-kasus tersebut mencakup penipuan promosi, kegagalan pengembalian dana,
hingga kebocoran data pribadi. Sejumlah penelitian seperti yang dilakukan oleh (Darnia, Azmy, et al.,
2023; Darnia, Sirait, et al., 2023; Suka et al., 2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang ITE belum mampu
memberikan perlindungan optimal di ranah digital. Hal ini disebabkan oleh lemahnya mekanisme
penyelesaian sengketa daring serta keterbatasan penegakan hukum lintas platform. Dengan demikian,
diperlukan pendekatan empiris untuk memahami efektivitas penerapan hukum tersebut dalam konteks

praktik transaksi e-commerce yang nyata.

Beberapa penelitian terkait perlindungan konsumen dalam ekosistem e-commerce menunjukkan bahwa
perkembangan teknologi digital menimbulkan tantangan baru bagi efektivitas hukum tradisional.
Menurut (Putritamara et al., 2023), sistem perlindungan konsumen di Indonesia masih bersifat reaktif
dan belum sepenuhnya adaptif terhadap model bisnis daring yang cepat berubah. (Dwivedi et al., 2023)
menambahkan bahwa kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya di ruang digital
menyebabkan banyak pelanggaran tidak dilaporkan atau diselesaikan secara informal. (Alessa, 2022)
menemukan bahwa Online Dispute Resolution (ODR) berperan penting dalam meningkatkan
kepercayaan publik terhadap sistem hukum digital. Penelitian (Cioffi et al., 2022) juga menegaskan
bahwa keberhasilan regulasi digital ditentukan oleh kolaborasi antara otoritas hukum dan penyedia
platform. Hasil-hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen digital
membutuhkan pendekatan multi-level yang menggabungkan hukum, teknologi, dan edukasi publik

secara simultan.

Penelitian lain memperkuat temuan tersebut dengan menyoroti pentingnya integrasi sistem hukum
dengan teknologi penyelesaian sengketa digital. (Mori¢ et al., 2024), penerapan Digital Consumer
Rights Framework memperlihatkan hasil positif dalam menekan kasus penipuan daring dan kebocoran
data pribadi. (Xu & Wang, 2022) menemukan bahwa pengawasan berbasis algoritma dapat membantu
otoritas hukum mendeteksi pola pelanggaran di platform e-commerce besar. (Turillazzi et al., 2023)
menjelaskan bahwa penerapan Digital Services Act mampu mendorong transparansi dan tanggung jawab
penyedia platform terhadap keamanan data konsumen. (Agapiou, 2023) melalui studi di Malaysia
menilai bahwa keberhasilan sistem ODR bergantung pada kejelasan mekanisme hukum dan kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa daring. (Hermanto, 2023) menyoroti bahwa
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efektivitas hukum di Indonesia masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga dan minimnya

kapasitas teknologi dalam sistem hukum nasional.

Kajian empiris lainnya menunjukkan bahwa faktor perilaku dan literasi digital turut berpengaruh
terhadap efektivitas perlindungan hukum konsumen. (Lim & Letkiewicz, 2023) menyatakan bahwa
rendahnya literasi digital menyebabkan konsumen rentan terhadap praktik curang dalam transaksi
daring. (Thorpe et al., 2023) menemukan bahwa kesadaran hukum konsumen yang rendah berkorelasi
dengan meningkatnya tingkat penyalahgunaan data pribadi di platform e-commerce. (Alenezi et al.,
2023) menambahkan bahwa keberhasilan sistem perlindungan hukum bergantung pada kemampuan
negara mengedukasi masyarakat melalui media digital yang mudah diakses. (Kapopoulos & Rizos,
2024) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa konsumen dapat
mengurangi beban kasus yang belum terselesaikan di tingkat nasional. (Zhao et al., 2025) memperjelas
bahwa penelitian hukum perlu berfokus pada dimensi empiris agar dapat menilai efektivitas regulasi

secara komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat digital saat ini.

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman
perlindungan konsumen digital, terdapat sejumlah keterbatasan yang menunjukkan celah penelitian
yang belum terisi. (Carl et al., 2024) hanya menyoroti dimensi normatif dari perlindungan konsumen
tanpa melibatkan data empiris mengenai pengalaman pengguna dalam menghadapi sengketa digital.
(Fei, 2023) membahas efektivitas UU Perlindungan Konsumen, tetapi belum mengaitkan analisis
tersebut dengan dinamika penyelesaian sengketa daring yang bersifat lintas platform. (Sulistianingsih
et al., 2023) memang memperlihatkan keberhasilan ODR di Tiongkok, namun konteks sosial dan
kelembagaan hukum Indonesia sangat berbeda sehingga pendekatan tersebut tidak dapat diterapkan
langsung. (Van Nguyen et al., 2022) menekankan kolaborasi antara regulator dan penyedia platform di
Vietnam, tetapi belum menjelaskan bagaimana mekanisme tersebut dapat diadaptasi di negara dengan
kapasitas penegakan hukum yang lebih lemah. (Choi et al., 2023) juga menyoroti kebijakan digital
Korea Selatan, tetapi penelitian tersebut terbatas pada konteks negara maju dengan sistem hukum yang

telah terintegrasi secara digital.

Selain itu, beberapa studi regional dan nasional masih menunjukkan kekosongan dalam menjembatani
hubungan antara regulasi, perilaku konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia.
(Addy et al., 2022) meneliti implementasi ODR, namun belum mengulas potensi penerapannya dalam
sistem hukum Indonesia yang memiliki struktur penyelesaian sengketa berbeda. (Chawki et al., 2024)
membahas koordinasi antar lembaga hukum nasional, tetapi penelitian tersebut tidak menilai secara
mendalam pengalaman konsumen yang menjadi korban pelanggaran daring. (Mpofu & Mhlanga, 2022)
melalui studi Uni Eropa menjelaskan efektivitas Digital Services Act, namun belum ada kajian
komparatif yang menilai sejauh mana model serupa dapat diadaptasi di negara berkembang. (Wang et
al., 2023) mengulas kapasitas lembaga penyelesaian sengketa konsumen, namun pendekatannya masih

deskriptif tanpa pengujian empiris terhadap efektivitas regulasi. (Puengwattanapong & Leelasantitham,
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2022) juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan empiris, tetapi belum mengintegrasikan data
perilaku konsumen digital dengan evaluasi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini disusun
untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menilai efektivitas regulasi, pengalaman konsumen, serta

adaptabilitas hukum nasional dalam menghadapi ekosistem e-commerce yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi hukum
dalam melindungi konsumen pada ekosistem e-commerce Indonesia. Kajian ini juga berupaya
mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak konsumen, mengevaluasi mekanisme penyelesaian
sengketa yang berlaku, serta membandingkannya dengan praktik terbaik di tingkat internasional.
Dengan pendekatan hukum empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih
komprehensif mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan konsumen di
lapangan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembaruan kebijakan hukum
digital yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini
tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menawarkan rekomendasi strategis bagi
pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem

perdagangan digital di Indonesia.

II. METODOLOGI

A. Rancangan dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (socio-legal research) dengan desain deskriptif
kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang tertulis
dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana regulasi tersebut diterapkan dan
dihayati dalam praktik transaksi e-commerce di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya
menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan realitas sosial yang dihadapi konsumen digital.
Penelitian hukum empiris dianggap relevan karena memungkinkan eksplorasi terhadap pengalaman
nyata para pihak, baik konsumen, pelaku usaha, maupun lembaga penyelesaian sengketa seperti Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk
memahami dinamika interaksi antara pelaku usaha dan konsumen dalam konteks peraturan yang
berlaku. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena hukum yang terjadi secara

sistematis, faktual, dan akurat.
B. Subjek dan Cakupan Penelitian

Subjek penelitian ini mencakup tiga kelompok utama, yaitu konsumen yang melakukan
transaksi melalui platform e-commerce, pelaku usaha yang beroperasi di platform seperti
Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop, serta pejabat atau mediator dari BPSK yang menangani
sengketa konsumen digital. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu
berdasarkan pertimbangan bahwa partisipan memiliki pengalaman langsung dan relevan

dengan isu penelitian. Kriteria inklusi meliputi konsumen berusia 18 tahun ke atas yang pernah
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mengalami pelanggaran hak konsumen secara daring dalam dua tahun terakhir, serta pelaku
usaha dengan aktivitas transaksi minimal enam bulan di platform digital. Informan dari masing-
masing kategori dipilih dengan mempertimbangkan keberagaman latar belakang dan wilayah
tempat tinggal untuk memperoleh gambaran yang representatif. Selain itu, pengalaman individu
dalam menghadapi permasalahan konsumen digital menjadi salah satu pertimbangan utama
dalam proses seleksi responden. Sebanyak 10 konsumen, 5 pelaku usaha, dan 3 pejabat BPSK
dipilih sebagai responden penelitian. Profil lengkap informan dan kriteria klasifikasinya

disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil dan Klasifikasi Informan Penelitian

Kategori Jumlah Kriteria Utama Peran dalam Penelitian
Informan
Konsumen 10 Mengalami pelanggaran hak digital | Memberikan data pengalaman nyata
Pelaku Usaha | 6 Aktif di e-commerce > 6 bulan Memberi perspektif pelaku industri
Pejabat BPSK | 10 Menangani sengketa digital Memberi pandangan hukum &
kelembagaan

Tabel 1 menampilkan distribusi informan berdasarkan kategori, jumlah, kriteria utama, serta peran
masing-masing dalam penelitian. Terdapat tiga kelompok utama yang menjadi subjek penelitian, yaitu
konsumen, pelaku usaha, dan pejabat BPSK. Kelompok konsumen berjumlah sepuluh orang yang
memiliki pengalaman langsung mengalami pelanggaran hak digital dalam transaksi daring dan berperan
dalam memberikan data empiris mengenai bentuk sengketa yang terjadi. Pelaku usaha terdiri atas enam
orang yang aktif bertransaksi di platform e-commerce selama lebih dari enam bulan, berkontribusi
memberikan perspektif dari sisi pelaku industri terkait mekanisme dan tantangan dalam praktik
perdagangan digital. Sementara itu, pejabat BPSK berjumlah sepuluh orang dengan pengalaman
menangani sengketa konsumen digital, berperan memberikan pandangan hukum serta analisis
kelembagaan dalam penyelesaian sengketa daring. Komposisi ini menunjukkan bahwa penelitian
dirancang untuk memperoleh sudut pandang yang berimbang antara pihak konsumen, pelaku usaha, dan

lembaga penyelesaian sengketa.
C. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, telaah dokumen hukum, dan
observasi digital. Pertama, wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data primer dari
konsumen, pelaku usaha, dan pejabat BPSK terkait bentuk pelanggaran, respons hukum, serta hambatan
penyelesaian sengketa daring. Kedua, telaah dokumen hukum mencakup analisis terhadap Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, serta PP No. 80
Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Teknik ini memungkinkan peneliti
mengamati langsung interaksi konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi daring tanpa intervensi.
Ketiga, observasi digital dilakukan pada beberapa platform e-commerce untuk mengidentifikasi pola

pelanggaran yang paling sering muncul, seperti refund gagal, penipuan promosi, dan kebocoran data
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pribadi. Proses ini dapat dilihat secara visual pada Gambar 2 yang menunjukkan tahapan dan teknik

pengumpulan data empiris.

Analisis Dokumen Ob i L ¥ Validasi Temuan

I Mengirim hasil wawancara untuk I
analisis dokumen

Melakukan observasi lapangan
berdasarkan analisis dokumen

Mengirim hasil observasi untuk I
validasi temuan

Gambar 1. Sequence Diagram Tahapan dan Teknik Pengumpulan Data Empiris
Gambar 1 menampilkan alur sistematis pengumpulan data empiris yang melibatkan empat tahap utama,
yaitu wawancara, analisis dokumen, observasi lapangan, dan validasi temuan. Diagram tersebut
menggambarkan hubungan berurutan antarproses, di mana hasil wawancara dikirim untuk dianalisis
dalam tahap analisis dokumen sebagai dasar pengolahan data awal. Selanjutnya, kegiatan observasi
lapangan dilakukan berdasarkan hasil analisis tersebut untuk memastikan kesesuaian antara data
dokumen dan kondisi faktual di lapangan. Setelah observasi dilakukan, hasilnya kemudian diteruskan
pada tahap validasi temuan guna memastikan keakuratan dan konsistensi data yang diperoleh. Setiap
tahap dalam diagram menunjukkan adanya proses timbal balik yang saling mendukung sehingga
menghasilkan data penelitian yang terverifikasi dan komprehensif. Visualisasi ini memperjelas
bagaimana peneliti mengintegrasikan data kualitatif dan empiris secara berurutan dalam kerangka

analisis hukum dan praktik digital.
D. Perangkat dan Alat Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah panduan wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk
menyesuaikan dinamika percakapan tanpa menghilangkan fokus topik penelitian. Setiap sesi wawancara
direkam dengan persetujuan informan, kemudian ditranskripsi untuk analisis. Selain itu, digunakan
lembar observasi digital untuk mendokumentasikan pola pelanggaran di platform e-commerce.
Instrumen ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih fleksibel dan mendalam. Desain semi-
terstruktur membantu menjaga keteraturan sekaligus memberikan ruang bagi informan untuk
menjelaskan pengalaman secara detail. Proses ini mendukung penggalian informasi yang relevan

dengan tujuan penelitian.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dan metode,
yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen hukum, dan data sekunder dari laporan resmi

(Kominfo, BPSK, dan LAPOR.go.id). Kredibilitas data dijaga melalui proses member checking, di mana
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informan diberikan kesempatan untuk meninjau kembali hasil transkrip wawancara sebelum dianalisis
lebih lanjut. Pendekatan ini membantu meminimalkan bias yang mungkin muncul selama proses
pengumpulan dan analisis data. Selain itu, peneliti juga melakukan cross-check data dengan laporan
publik terkait. Prosedur berulang ini memastikan konsistensi dan keandalan hasil penelitian. Rincian
instrumen dan fungsi masing-masing dalam pengumpulan data disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Instrumen dan Fungsi dalam Pengumpulan Data

Jenis Instrumen Tujuan Bentu.k D.a ta yang Validasi
Dihasilkan

Panduan Mendalami

wawancara pengalaman dan Transkrip naratif Triangulasi responden
persepsi hukum

Lembar observasi | Mengamati pola Cross-check dengan

digital pelanggaran di e- Catatan lapangan laporan publik
commerce

Analisis dokumen Mengke.lj i norma dan Matriks regulasi Validasi pakar hukum

hukum regulasi hukum

Tabel 2 menjelaskan jenis-jenis instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan data beserta
tujuan, bentuk data yang dihasilkan, dan metode validasinya. Panduan wawancara digunakan untuk
memperoleh data mendalam mengenai pengalaman dan persepsi hukum dari para informan,
menghasilkan transkrip naratif yang kemudian divalidasi melalui triangulasi responden guna menjamin
keakuratan informasi. Lembar observasi digital berfungsi mencatat pola pelanggaran yang terjadi di
platform e-commerce dengan menghasilkan catatan lapangan yang divalidasi melalui cross-check
terhadap laporan publik resmi. Sementara itu, analisis dokumen hukum digunakan untuk mengkaji
norma dan regulasi yang relevan, menghasilkan matriks regulasi yang kemudian divalidasi oleh pakar
hukum agar interpretasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap instrumen dalam tabel
tersebut memiliki peran saling melengkapi untuk memastikan data yang dikumpulkan bersifat

komprehensif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.
E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif tematik, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan tema
utama yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen hukum. Tahapan analisis dimulai
dari data reduction, data display, hingga conclusion drawing seperti dikemukakan Miles dan Huberman.
Peneliti menggunakan perangkat lunak NVivo 12 untuk membantu pengkodean data dan visualisasi
tema, sehingga hubungan antar kategori seperti ‘“bentuk pelanggaran”, “efektivitas regulasi”, dan
“mekanisme penyelesaian sengketa” dapat dipetakan secara sistematis. Analisis normatif dilakukan
secara paralel untuk menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan dalam UU
Perlindungan Konsumen, UU ITE, serta PP No. 80/2019. Hasil dari kedua pendekatan tersebut
kemudian dikompilasi untuk menghasilkan temuan empiris yang mendalam dan kontekstual. Proses alur
tersebut dapat dilihat secara rinci pada Gambar 3 yang menggambarkan tahapan analisis data tematik

dan normatif.
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- Identifikasi Interpretasi Penyusunan
ennes ezl Tema Hukum Temuan Akhir

Gambar 2. Alur Analisis Data Tematik dan Normatif

Gambar 2 memperlihatkan tahapan analisis data yang dilakukan secara kualitatif dan tematik untuk
mengolah hasil wawancara, observasi, serta telaah dokumen hukum. Proses ini diawali dengan tahap
transkripsi, yaitu mengubah data hasil wawancara dan observasi ke dalam bentuk teks tertulis agar dapat
dianalisis lebih lanjut. Tahap berikutnya adalah pengkodean, di mana data diberi label sesuai kategori
tertentu menggunakan bantuan perangkat lunak NVivo 12 guna memudahkan pengelompokan informasi
relevan. Setelah itu dilakukan identifikasi tema untuk menemukan pola atau isu utama yang muncul dari
data lapangan dan dokumen hukum. Tahap interpretasi hukum digunakan untuk menautkan temuan
empiris dengan kerangka normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pada tahap
akhir, seluruh hasil interpretasi disusun menjadi temuan akhir yang menggambarkan hubungan antara

praktik di lapangan dan prinsip hukum yang berlaku.
F. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui enam langkah sistematis yang dirancang untuk menjaga alur
kerja yang terstruktur dan terukur. Langkah pertama adalah tahap perencanaan, yang mencakup
perumusan fokus dan tujuan penelitian serta penyusunan pedoman wawancara. Tahap berikutnya adalah
persiapan lapangan, termasuk seleksi informan dan penjadwalan wawancara sesuai kriteria yang telah
ditentukan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, serta telaah dokumen
hukum yang relevan. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis awal dengan teknik
pengkodean tematik untuk mengidentifikasi pola utama. Urutan lengkap tahapan pelaksanaan penelitian
ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Urutan Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tahapan Kegiatan Utama Output yang Dihasilkan
1 Perumusan fokus & pedoman wawancara | Draft panduan wawancara
2 Seleksi & koordinasi dengan informan Daftar partisipan terverifikasi
3 Pengumpulan data lapangan Transkrip & catatan observasi
4 Analisis tematik & normatif Kode tema & interpretasi hukum
5 Validasi hasil Umpan balik informan & pakar
6 Penyusunan laporan akhir Dokumen hasil penelitian final

Tabel 3 menggambarkan alur sistematis pelaksanaan penelitian yang terdiri dari enam tahapan utama,
mulai dari perencanaan hingga penyusunan laporan akhir. Tahap pertama adalah perumusan fokus dan
penyusunan pedoman wawancara untuk memastikan arah penelitian tetap konsisten dengan tujuan yang
telah ditetapkan. Tahap kedua mencakup proses seleksi dan koordinasi dengan informan untuk
memperoleh daftar partisipan yang sesuai dengan kriteria penelitian. Tahap ketiga merupakan kegiatan
pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen hukum yang
menghasilkan transkrip serta catatan observasi. Selanjutnya, tahap keempat berfokus pada analisis

tematik dan normatif untuk mengidentifikasi pola data dan menghubungkannya dengan kerangka hukum
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yang berlaku. Tahap kelima melibatkan proses validasi hasil melalui umpan balik dari informan dan
pakar guna memastikan ketepatan temuan. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan akhir yang

memuat keseluruhan hasil penelitian dalam bentuk dokumen komprehensif dan terverifikasi.
G. Pertimbangan Etika Penelitian

Karena penelitian ini melibatkan partisipan manusia, setiap kegiatan dilakukan dengan memperhatikan
prinsip etika penelitian. Semua informan diberikan lembar persetujuan partisipasi (informed consent)
yang menjelaskan tujuan, manfaat, serta hak mereka untuk menolak atau menghentikan partisipasi kapan
pun tanpa konsekuensi. Identitas responden dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan kode anonim,
misalnya K1-K10 untuk konsumen dan P1-P5 untuk pelaku usaha. Peneliti juga menjelaskan bahwa
partisipasi bersifat sukarela dan tidak mempengaruhi akses terhadap layanan atau hak hukum apa pun.
Seluruh data disimpan secara aman dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Selain itu,
penelitian ini telah memperoleh izin etik internal dari fakultas hukum universitas tempat penelitian
dilakukan.

III. HASIL DAN DISKUSI
Hasil

A. Temuan Lapangan

Penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran hak konsumen dalam ekosistem e-commerce di Indonesia
masih terjadi secara masif dan dalam berbagai bentuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen
serta data dari laporan BPSK, pelanggaran paling banyak terjadi pada kasus barang yang tidak sesuai
deskripsi, mencapai 38% dari total laporan. Kegagalan pengembalian dana (refiund) menempati urutan
kedua dengan 25%, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan terhadap proses transaksi digital. Di
sisi lain, penyalahgunaan data pribadi mencakup sekitar 20% dari laporan, yang mengindikasikan belum
optimalnya kontrol atas keamanan informasi konsumen. Kasus penipuan promosi atau diskon palsu pun
cukup signifikan, mencapai 17%, dan umumnya terjadi pada marketplace independen yang tidak
memiliki sistem verifikasi penjual yang ketat. Rincian data mengenai jenis pelanggaran ini disajikan
pada Tabel 4.

Tabel 4. Jenis Pelanggaran Hak Konsumen dalam E-Commerce

Jenis Pelanggaran K‘;‘;:lr;l?;) ) Platform Dominan
Barang tidak sesuai deskripsi 38% Shopee, Tokopedia
Dana tidak dikembalikan (refund gagal) 25% Tokopedia, TikTok Shop
Penyalahgunaan data pribadi 20% Semua platform
Penipuan promosi / diskon palsu 17% Marketplace independen

Temuan ini memperlihatkan bahwa mayoritas pelanggaran terjadi di platform besar seperti Shopee dan
Tokopedia, yang menunjukkan bahwa tingginya jumlah pengguna tidak selalu berbanding lurus dengan
tingkat perlindungan hukum yang memadai. Kasus penyalahgunaan data pribadi ditemukan di semua

platform, menandakan lemahnya kontrol terhadap kepatuhan perlindungan data pribadi di sektor e-
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commerce. Selain itu, kecenderungan meningkatnya pengaduan dari tahun ke tahun sejalan dengan
pertumbuhan nilai transaksi digital yang terus naik. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai
regulasi, implementasi di tingkat operator platform masih belum konsisten. Edukasi kepada konsumen
mengenai hak-hak digital juga belum merata, terutama di kalangan pengguna baru. Tren ini dapat dilihat
pada Gambar 3 yang menampilkan peningkatan nilai transaksi e-commerce di Indonesia dari tahun 2018

hingga 2024.
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Gambar 3. Tren Transaksi E-CorTral::lnerce di Indonesia 2018-2023
Gambar 3 menunjukkan tren peningkatan nilai transaksi e-commerce di Indonesia selama periode 2018
hingga 2023, yang naik signifikan dari Rp145 triliun pada 2018 menjadi Rp602 triliun pada 2023. Grafik
ini menggambarkan pertumbuhan pesat sektor e-commerce, mencerminkan semakin tingginya
ketergantungan masyarakat terhadap transaksi digital. Lonjakan ini terjadi seiring dengan meningkatnya
laporan pelanggaran, terutama pada platform besar seperti Shopee dan Tokopedia, yang menunjukkan
adanya tantangan dalam menjaga perlindungan konsumen di tengah ekspansi pasar. Kasus
penyalahgunaan data pribadi juga ditemukan di berbagai platform, memperlihatkan adanya celah dalam
pengawasan terhadap kepatuhan perlindungan data. Pengaduan dari konsumen tercatat meningkat dari
tahun ke tahun, bersamaan dengan naiknya volume transaksi digital. Grafik ini memberikan konteks

atas berbagai isu perlindungan konsumen dan data pribadi yang muncul di tengah pertumbuhan industri

e-commerce di Indonesia.
B.  Evaluasi Efektivitas Regulasi Perlindungan Konsumen

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas regulasi hukum yang berlaku di Indonesia dalam
melindungi konsumen digital masih terbatas dan belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan
ekonomi digital. Berdasarkan data dan hasil wawancara, Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Tahun 1999 hanya menjamin hak konsumen secara umum tanpa mengatur secara spesifik mekanisme
perlindungan di ranah digital. Regulasi ini dinilai masih parsial dan belum digital-oriented, sehingga
belum mampu menjawab kebutuhan hukum era transaksi daring. Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2016 lebih fokus pada validitas transaksi elektronik, namun
belum secara tegas mengatur tanggung jawab platform. Meskipun demikian, UU ITE dianggap cukup
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efektif dalam memastikan keabsahan proses transaksi digital. Evaluasi perbandingan dari ketiga regulasi
utama ini disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Rincian Instrumen dan Fungsi dalam Pengumpulan Data

Regulasi Tujuan Tingkat Implementasi Efektivitas
UU Perlindungan L Parsial (belum digital-
Konsumen (1999) Menjamin hak konsumen oriented) Sedang
UU ITE (2016) Perlindungan transaksi Terbatas Cukup efektif
elektronik
PP No. 80/2019 Pengawasan perdagangan Rendah Kurang efektif
elektronik

Analisis lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kerangka hukum yang
berlaku dengan kebutuhan perlindungan di era digital. Ketiga regulasi tersebut berjalan secara terpisah
tanpa mekanisme integratif yang memungkinkan penanganan sengketa secara holistik. Sebagian besar
responden menilai bahwa sistem penyelesaian sengketa melalui BPSK belum mampu menjawab
kompleksitas transaksi digital yang bersifat lintas platform dan lintas wilayah. Kondisi ini diperburuk
dengan belum tersedianya sistem pelaporan terpadu yang mampu menghubungkan konsumen dengan
otoritas secara real-time. Selain itu, minimnya literasi digital di kalangan konsumen juga menjadi
hambatan dalam menempuh jalur penyelesaian formal. Hal tersebut terlihat dari masih dominannya

proses pengaduan manual, meskipun media digital telah tersedia.
C. Perbandingan dengan Mekanisme Perlindungan Konsumen Internasional

Sebagai upaya memperoleh konteks global, hasil penelitian ini juga membandingkan mekanisme
perlindungan konsumen di Indonesia dengan praktik terbaik internasional. Berdasarkan studi literatur
dan data sekunder, Uni Eropa melalui Digital Services Act dan General Data Protection Regulation
(GDPR) telah menetapkan tanggung jawab hukum yang kuat bagi platform digital, termasuk mekanisme
kompensasi otomatis bagi konsumen yang dirugikan. Korea Selatan dan Tiongkok telah
mengembangkan sistem ODR yang memungkinkan pengaduan transaksi daring diselesaikan dalam
waktu kurang dari tujuh hari kerja. Integrasi teknologi dan lembaga pengawas menjadi kunci
keberhasilan model ODR di kedua negara tersebut. Sementara itu, Indonesia belum memiliki sistem
ODR nasional yang terhubung langsung dengan lembaga pengawas maupun pelaku platform.
Perbandingan ini divisualisasikan pada Gambar 4 yang menunjukkan perbedaan utama antara

mekanisme perlindungan konsumen di Indonesia dan negara lain.
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Gambar 4. Tren Transaksi E-Commerce di Indonesia 20182023
Gambar 4 menyajikan perbandingan tingkat implementasi mekanisme perlindungan konsumen antara
Indonesia dan beberapa negara lain seperti Uni Eropa, Korea Selatan, dan Tiongkok, dalam tiga aspek
utama: regulasi digital, sistem ODR, dan perlindungan data pribadi. Dari grafik terlihat bahwa Uni Eropa
memiliki skor tertinggi (9 dari 10) di ketiga aspek, yang mencerminkan keberhasilan implementasi
kebijakan seperti Digital Services Act dan General Data Protection Regulation (GDPR). Korea Selatan
dan Tiongkok juga menunjukkan tingkat implementasi yang tinggi, terutama dalam sistem ODR yang
memungkinkan penyelesaian sengketa daring secara cepat dan efisien. Kedua negara tersebut telah
berhasil mengintegrasikan teknologi dengan lembaga pengawas dalam skema perlindungan konsumen
digital. Sebaliknya, Indonesia mencatat tingkat implementasi terendah, yaitu hanya mencapai skor 5
pada ketiga aspek, yang menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan digital di Indonesia masih dalam
tahap awal pengembangan. Grafik ini memberikan gambaran visual mengenai kesenjangan regulasi dan
infrastruktur antara Indonesia dan negara-negara dengan praktik perlindungan konsumen digital yang

lebih matang.
D. Ringkasan Temuan Utama

Secara keseluruhan hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa jenis pelanggaran konsumen digital yang
paling dominan adalah produk tidak sesuai deskripsi dan kegagalan pengembalian dana (refund).
Regulasi nasional yang ada dinilai masih terbatas karena belum terintegrasi secara digital dan belum
mengatur secara spesifik mengenai tanggung jawab hukum platform. Mekanisme penyelesaian sengketa
yang tersedia saat ini cenderung bersifat konvensional dan belum didukung oleh kanal ODR yang efisien
dan terotomatisasi. Ketertinggalan Indonesia dalam aspek ini terlihat dari perbandingan dengan negara-
negara lain yang telah mengembangkan sistem pengawasan dan penyelesaian sengketa digital secara
menyeluruh. Regulasi yang berlaku belum sepenuhnya merespons karakter lintas batas, kecepatan
transaksi, serta kompleksitas data pribadi dalam konteks perdagangan digital. Kondisi ini menunjukkan

perlunya adaptasi hukum terhadap realitas transaksi daring yang semakin kompleks dan dinamis.
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Diskusi

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelanggaran hak konsumen digital di Indonesia masih terjadi
secara luas, terutama dalam bentuk produk tidak sesuai deskripsi dan kegagalan pengembalian dana.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya di
lapangan. Hal ini mendukung pandangan (Carl et al., 2024) bahwa sistem perlindungan konsumen
nasional belum mampu merespons perubahan model bisnis digital secara cepat. Namun, data empiris
dari penelitian ini mengindikasikan bahwa faktor kelembagaan, seperti keterbatasan peran BPSK dan
lemahnya koordinasi antarinstansi, turut memperburuk efektivitas perlindungan hukum. Aspek
kelembagaan ini jarang dibahas secara mendalam dalam studi hukum sebelumnya, padahal berperan
penting dalam menegakkan regulasi yang sudah ada. Temuan ini memperluas cakupan analisis tentang
efektivitas hukum dengan memasukkan dimensi kelembagaan dan kapasitas pelaksana hukum di ranah

digital.

Temuan mengenai dominasi pelanggaran pada platform besar seperti Shopee dan Tokopedia
memperlihatkan adanya hubungan antara skala pasar dan kompleksitas perlindungan hukum. Fenomena
ini tidak sepenuhnya sejalan dengan asumsi (Dwivedi et al., 2023) yang menilai bahwa keberadaan
regulasi formal sudah cukup menjamin perlindungan hak konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa regulasi yang tidak secara eksplisit mengatur tanggung jawab platform digital sering
menimbulkan ketidaktegasan dalam implementasinya. Perbandingan dengan penelitian (Sulistianingsih
et al., 2023; Van Nguyen et al., 2022) menunjukkan bahwa kolaborasi antara regulator dan penyedia
platform menjadi faktor penting yang masih belum optimal di Indonesia. Kurangnya koordinasi
antarpihak menyebabkan proses penyelesaian sengketa berjalan lambat dan tidak efisien. Hasil tersebut
menggambarkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh integrasi kebijakan dan mekanisme

kerja lintas sektor (cross-sectoral governance).

Temuan bahwa penyalahgunaan data pribadi ditemukan di seluruh platform menunjukkan masih
lemahnya pelaksanaan prinsip akuntabilitas data dalam praktik e-commerce. Hasil ini berbeda dengan
konteks yang diuraikan (Choi et al., 2023) di Korea Selatan dan (Chawki et al., 2024) di Uni Eropa, di
mana kerangka regulasi digital yang terintegrasi mampu meningkatkan transparansi platform. Indonesia
belum memiliki sistem pengawasan terpadu yang memungkinkan pemantauan otomatis terhadap
pelanggaran privasi konsumen. Ketidakhadiran mekanisme ODR nasional memperlihatkan bahwa aspek
teknologi belum menjadi bagian utama dari strategi perlindungan hukum. Situasi tersebut
memperlihatkan perbedaan mendasar antara pendekatan hukum Indonesia yang masih konvensional dan
praktik internasional yang telah menggabungkan regulasi dengan teknologi pengawasan. Temuan ini
menjelaskan mengapa berbagai kasus pelanggaran privasi tetap berulang meskipun kerangka hukum

formal telah tersedia.

Faktor perilaku konsumen dan literasi digital juga terbukti memengaruhi efektivitas regulasi

perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini mendukung pandangan (Lim & Letkiewicz, 2023; Thorpe
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et al., 2023) yang menekankan bahwa rendahnya literasi digital membuat konsumen rentan terhadap
praktik curang dalam transaksi daring. Informasi dari wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar
konsumen tidak memahami prosedur pelaporan resmi maupun hak hukum yang mereka miliki. Kondisi
ini menyebabkan banyak kasus tidak sampai pada mekanisme penyelesaian sengketa formal. Rendahnya
kesadaran hukum dan ketidakpahaman terhadap instrumen perlindungan yang tersedia berpotensi
memperlemah posisi konsumen di ruang digital. Situasi tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan
implementasi hukum juga bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami hak dan kewajibannya
sebagai pengguna layanan e-commerce. Temuan ini menegaskan perlunya dimensi edukatif sebagai

bagian dari kebijakan hukum perlindungan konsumen.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pelaku usaha dan regulator
mengenai tanggung jawab hukum dalam transaksi digital. Beberapa pelaku usaha menilai bahwa
penyelesaian sengketa merupakan tanggung jawab platform, bukan kewajiban langsung dari pihak
penjual. Pandangan ini berbeda dari (Agapiou, 2023; Chawki et al., 2024) yang menyatakan bahwa
koordinasi antar lembaga hukum sudah cukup kuat untuk menjamin perlindungan konsumen.
Ketidaksesuaian pemahaman antara pelaku usaha dan lembaga pengawas memperlihatkan lemahnya
sosialisasi dan harmonisasi regulasi di tingkat praktik. Perbedaan interpretasi terhadap UU Perlindungan
Konsumen, UU ITE, dan PP No. 80/2019 juga menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam
penyelesaian sengketa. Situasi ini menunjukkan perlunya mekanisme harmonisasi hukum digital agar
penegakan tanggung jawab dapat berlangsung secara konsisten di berbagai sektor. Analisis tersebut
menyoroti bahwa keberhasilan regulasi tidak hanya ditentukan oleh isi hukum, tetapi juga oleh kejelasan

struktur dan pembagian kewenangan di lapangan.

Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas hukum digital merupakan hasil
interaksi kompleks antara regulasi, perilaku masyarakat, dan kapasitas lembaga penegak hukum.
Pendekatan hukum empiris yang digunakan membuka ruang untuk memahami hukum sebagai sistem
sosial yang dinamis, bukan sekadar kumpulan norma tertulis. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini
menunjukkan perlunya pengembangan sistem penyelesaian sengketa daring yang terintegrasi dan
penggunaan teknologi pengawasan berbasis algoritma untuk mendeteksi pelanggaran secara dini. Model
seperti ini telah diterapkan di Uni Eropa dan Korea Selatan dengan hasil yang signifikan terhadap
peningkatan kepercayaan publik. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memperluas program literasi
hukum digital bagi masyarakat sebagai bagian dari kebijakan perlindungan konsumen nasional.
Integrasi antara pendekatan hukum, teknologi, dan edukasi dapat memperkuat upaya perlindungan

konsumen di Indonesia secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan hasilnya. Jumlah
informan yang terbatas dapat berpengaruh terhadap representasi pengalaman konsumen di berbagai
wilayah Indonesia. Fokus penelitian yang hanya mencakup beberapa platform besar belum sepenuhnya

menggambarkan variasi permasalahan di marketplace independen. Pendekatan kualitatif yang
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digunakan tidak memungkinkan pengukuran statistik atas efektivitas regulasi, sehingga hasilnya lebih
bersifat eksploratif. Meskipun telah dilakukan triangulasi sumber dan validasi data, ruang untuk
perluasan sampel tetap terbuka. Keterbatasan tersebut menandakan bahwa temuan penelitian ini harus
dibaca dalam konteks yang spesifik terhadap populasi dan ruang lingkup yang diteliti. Informasi ini
memberikan dasar penting untuk memahami batas penerapan hasil penelitian terhadap konteks hukum

digital Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi hukum dalam melindungi konsumen digital
di Indonesia masih terbatas dan belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan ekosistem e-
commerce. Kasus pelanggaran hak konsumen seperti produk tidak sesuai deskripsi, kegagalan
pengembalian dana, serta penyalahgunaan data pribadi masih sering terjadi di berbagai platform besar.
Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan regulasi di
lapangan, terutama dalam aspek koordinasi kelembagaan serta literasi hukum masyarakat. Analisis
empiris memperlihatkan bahwa keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan PP
No. 80 Tahun 2019 belum berjalan secara integratif dan belum mengatur tanggung jawab platform
digital secara jelas. Faktor perilaku konsumen, kapasitas lembaga penyelesaian sengketa, serta
pemahaman pelaku usaha juga menjadi variabel yang memengaruhi tingkat efektivitas hukum. Temuan
ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang bersifat adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi

untuk menjamin perlindungan konsumen di ruang digital.

Penelitian ini membuka peluang bagi kajian lanjutan untuk memperdalam pemahaman tentang
hubungan antara regulasi digital dan perilaku konsumen di berbagai konteks sosial. Penelitian masa
depan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cakupan yang lebih luas untuk mengukur
korelasi antara efektivitas hukum, tingkat kepercayaan publik, dan kepatuhan platform terhadap regulasi
digital. Studi komparatif lintas negara juga berpotensi memberikan perspektif baru mengenai model
ODR yang efisien dan sesuai dengan kapasitas hukum nasional. Peneliti berikutnya disarankan untuk
mengeksplorasi peran teknologi pengawasan berbasis algoritma sebagai instrumen penegakan hukum
digital. Selain itu, kajian interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum, teknologi informasi, dan
komunikasi publik akan memperkaya pemahaman tentang perlindungan konsumen di era ekonomi
digital. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan dasar empiris yang lebih kuat bagi

pengembangan kebijakan hukum digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
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